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» TOL JAWA BARAT

MoU Pembebasan Lahan Direvisi

JAKARTA—Nota kesepahaman (memorandum of
understanding] mengenai pembebasan lahan figa
ruas di Jawa Barat direvisi, setelah pemerinfoh
mengambil alih wewenang akibat rencana pro-
yek tersebut yang tersendat.

Dimas Mowita Sari
redaksi@bizsnizeo, id

Ketiga tol tersebut vakni tol Ci-
eunyi-sumedang-Dawuan, 1ol
Pasir Koja-Sorengan, dan tol Ban-
lung Intra Urban Toll Road.

Direktur Jenderal Bina Marga
HKementerian  Pekerjaan  Umum
Djoko Murjanto mengatakan pem-
bebasan tanah di ketiga ruas terse-
but tidak ada perkembangan.

BUMD Provinsi Jawa Barat sebe-
lumnya menjanjikan pembebasan
lahan selesal semua pada 2011,
tetapi hingga akhir tahun lalu tidak

da perkembangan.

“Bahkan progresnya nol, jadi ya
kita ambil alih,” kata Djoko Mur-
janto, Jumat [22/2).

Padahal, pemerintah telah meng-
alokasikan dama untuk pembia-
vaan pembebasan tanah ketiga
jalan tol tersebut.

Mamun, karena Mol vyang
nengakomodasi keinginan BUMD

ovinsi untuk mengambil wewe-
ng pembebasan lahan tersebut,
pemerintah menarik kembali vang
vong telah dianggarkan tersebut.

Setelah adanya revisi MoU ter-
sebut, BUMD hanya akan bertang-
gung jawab terhadap pembebasan
lahan jalan 1ol Cileunyi-Sumedang-
Dawuan seksi IIL, IV, V, dan VI

Adapun untuk kedua jalan tol
lainnya, pemerintah menghenti-
kan proses pembebasan tanah
vang juga merupakan daerah padat
penduduk.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pe-
ngadaan Tanah I Ditjen Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
Jonggi Panangian mengatakan
anggaran pembebasan tanah tol
Cileunyi-Sumedang-Dawuan  (Ci-
sumdawu) seksi [ dan Il telah
menyerap dana Rp254,89 miliar.

Dana tersebut berasal dari Ang-
garan dan Pendapatan Belanja Ne-
gara (APBN) senilai Rp146,99 mili-
ar dan tanah vang terbebaskan
seluas 112,24 hekiare,

Sedangkan tanah yang sudah
dibebaskan dengan dana Anggaran
dan Pendapatan - Belanja Daerah
(APBD) senilai Rpl07,9 miliar
mencapai 89,44 hektare,

Dengan begitu, penggelontoran
dana pembebasan lahan untuk

ruas fersebul baru mencapai
Rp254,9 miliar atau 22,42% dari

iotal kebutuhan biava pengadaan

lahan untuk jalan tol sepanjang’

59,75, yakni Rp1,13 triliun,

Di sisi lain, untuk pengadain ta-
nah tol lainnya yakni Pasir Koj-
Soreang, pihaknya telah menyahr-
kan dama Rpd097 miliar, atu
16,72% dari keseluruhan keburnuhan
pengadaan tanah jalan tol sepanjang
15 km, senilai Rp244,90 miliar.

“Pada akhir tahun lalu, kami su-
dah membayarkan vang gant| rugi
untuk berkas-berkas yang sudah
ada, karena kan sempat terhent,”
ujarnya

TRAMNS SUMATRA

Sementara itu, terkait dengan
pembebasan tanah untuk Tol trans-
Sumatra, pemerintah akan menga-
tu pada Undang-Undang No.
272012 tentang Pengadaan Tanah,

Menurut Djoko Murjanto, pem-
bebasan lahan akan dilakukan
oleh pemerintah pusat, provins,
dan pemerintah kabupaten atau
kota.

“Mantinva tnggal sharing saja.
Tetapi porsi untuk pemda lebih
kecil, sebagian besar pasti pusat,”
ujarnya.

Kebutuhan pembiayaan pembe-
basan lahan itu dipastikan besar
mengingal panjangnva jalan tol
mencapai 2.700 km. Oleh karena
itu kebutuhan dana tersebut akan
masuk dalam anggaran Kemente-
rian Pekerjaan Umum,

“Dananya besar sekali, menca-
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pai triliunan. Ini merupakan sesua-
tu yang harus kami kerjakan
dengan baik,” kata Djoko.

Akan tetap, proses pembebasan
lahan jalan tol trans-Sumatera ini
tergantung dari  kesiapan dari
pemerintah, mulai dari penda-
naan, perencanaan, dan perizinan.

Setelah perencanaan rampung,
diserahkan ke gubernur dan akan
ditindaklanjuti untuk proses ke
publik. Kalau publik setuju,
gubernur mengeluarkan surat per-
selujuan penelapan lokasi proyek
(SPZLP).

Setelah itu, gubernur menyerah-
kan pembebasan lahan ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN] yang
merupakan ujung tombak pembe-
basan lahan sesuai UU No, 2/2012,

“Dari BPN sendiri harus sudah
siap, kan UU baru menyebutkan
semua take the lead adalah BPN.
Tugas kami membayar pembebas-
an sesuai progres dar BPN," tutur
Djoko, @




